
MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR daiam Uji Materiil Pajak
Kendaraan Bermotor untuk A1at Be rat

Jakarta, 7 Juni 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar SIdang Pengujian UU Nomor
28 Tahun 2009 tentang Palak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Palak dan Retribusi Daerah) pada Rabu
(716) puku110.00 WIB diruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 151PUU-XV/2017 ini dialukan o1eh PT Tunas Jaya
Pratama, PT. MAPPASINDO, dan PT. Gunungbayan Pratamacoal. Ketiganya adalah perusahaan
konstruksi yang sering menggunakan alat-alat berat seperti bulldozer. mesin gilas (SIoomwa/tz).
excavator vibrator dump truck. wheelloadeij tractor. Para Pemohon me in persoalkan Pasal I angka 13,
Pasa1 5 ayat (2), Pasa1 6 ayat (4), dan Pasa1 12 ayat (2) UU a quo Ketentuan tersebut mengatur
mengenai palak kendaraan bermotor bagi alat be rat

Pada SIdang pemeriksaan pendahuluan. Selasa (215) para Pemohon yang diwakili o1eh kuasa
hukumnya, All Nurdin menyampaikan bahwa alat be rat bukanlah incda transportasi. Hallni sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31PUU-XII1/2015. Dengan demikian seharusnya syarat keridaraan
bermotor daiam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat be rat. Namun. berdasarkan ketentuan Pasal
I angka 13, Pasa1 5 ayat (2), Pasa1 6 ayat(4), dan Pasa1 12 ayat (2) UU a quo alat beret masih dikenakan
palak dan be a balik nama kendaraan bermotor

Lebih Ianjut Kuasa Hukum Pemohon menjabarkan bahwa palak yang disamakan dengan
kendaraan bermotor tersebut beekibat pada dikenakannya denda. kurungan atau pidana. bahkan
penagihan palak dengan paksa pada pemilik alat berat. Dengan demikian, tenadi pelanggaran atas hak
konstitusional dan perlakuan yang diskriminatif kepada para Pemohon

Menanggapi pemohonan Pemohon dalam SIdang sebelumnya, Malelis Hakim yang diketuai o1eh I
Dewa Gede Palguna did ampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Saldilsra memberikan saran

perbaikan. Palguna menilai penggunaan istilah diskriminatif dalam permohonan kurang tepat Senada
dengan Palguna, Saldi pun mengingatkan Pemohon untuk berhati-hati terhadap alasan-alasan
permohonan. Pemohon diharapkan berhati-hati dan perlu memberikan perilelasan yang Iebih konkret
terhadap pengujian yang sama, tetapi perbedaannya perlu lagi diplaskan dengan baik. Sementara.
menurut Maria, permohonan masih kurang tegas dan taiam. Menurutnya, masih terdapat ketidakktegasan
daiam dua penafsiran yang dinjukan Pemohon

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (1615), Pemohon menyampaikan tiga catatan
perbaikan sesuai dengan riasihat Hakim Konstitusi pada SIdang sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan
antara lain menambahkan Putusan MK Nomor 31PUU-XII1/20.5 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentsng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan alat berat bukan inoda
transportasi. Namun. putusan tersebuttidak diberlakukan pada UU Palak Daerah Selain itu. Pemohon
juga meinperkuat dasar argumentasi penggunaan Pasa1 28B Ayat (1) UUD 1945 sebagai batu un dan
meIakukan squmlah perbaikan redaksional. Pemohon juga melampirkan surat tagihan palak untuk alat
beratnya yang dalam ketentuan Kernendagri alat berat masuk kategori kendaraan bermotor. (Sri
PujiantilRosalia Shella)
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